EVALUASI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT PRODUKSI PADA PROGRAM SMK RUJUKAN DENGAN MODEL ADVERSARY 
DI PROVINSI DI YOGYAKARTA
Ambar Wahyu Astuti
Universitas Negeri Yogyakarta
ambar_wahyu2015@student.uny.ac.id, ambarwa74@gmail.com

Soenarto
Universitas Negeri Yogyakarta
soenarto@uny.ac.id,narto_elka@yahoo.com, narto_elka@yahoo.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program SMK Rujukan  di wilayah Provinsi DI. Yogyakarta dalam pengelolaan keuangan unit produksi. Penelitian ini adalah penelitian evaluatif tentang pengelolaan keuangan unit produksi di SMK Rujukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan campuran (mixed methods) yang menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model adversary. Model evaluasi adversary merupakan evaluasi yang berupaya untuk mengungkap semua aspek yang penting dari program yang dievaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 5 SMK yang diteliti, baru ada 1 SMK yang memiliki pola pengelolaan keuangan unit produksi yang memadai, sedangkan 4 SMK lainnya belum memadai. Bentuk perlindungan terhadap pengelolaan keuangan unit produksi bagi SMK di wilayah provinsi DI. Yogyakarta belum ditetapkan. Dari 5 sekolah yang diteliti belum ada sekolah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata kunci: pola pengelolaan keuangan, unit produksi, program SMK Rujukan, model adversary.

Abstract
This study aims to determine the effectiveness of the implementation of SMK Rujukan program in financial management of production units in the DI. Yogyakarta province. This research was evaluation research which described problem of financial management of production unit at SMK Rujukan. The approach used of this research were mixed methods which combined quantitative and qualitative research. The evaluation model of this research were an adversary model. An adversary evaluation model were an evaluation that seeked to uncover all the important aspects of the program being evaluated. The results showed that of the 5 SMK studied, there is only 1 SMK that had adequate financial management system of production unit, while 4 other SMK not yet adequated. Forms of protection to financial management of production units for SMK in the DI. Yogyakarta province had not been established yet. No school of the 5 schools studied, had implemented a pattern of financial management in accordance with applicable regulations. 
Keywords: financial management pattern, production unit, Referral SMK
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Pendahuluan
Program adalah rencana kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Suatu program yang baik harus dapat dilaksanakan secara transparan,  akuntabel, dan harus dapat diukur ketercapaiannya/ keberhasilannya. Untuk mengukur program digunakan dengan melakukan evaluasi program. 
Evaluasi Program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan program, atau dengan kata lain, untuk mengetahui implementasi dari suatu kebijakan (Arikunto, Abdul Jabar: 2014, 30). Evaluasi yang dilakukan dapat menjadi feed back (umpan balik) bagi suatu lembaga untuk menyusun kebijakan ke depan. Evaluasi program dapat dilakukan dengan berbagai model, salah satu metode evaluasi pendidikan yang terkait kebijakan adalah adversary evaluation (evaluasi adversary). 
Adversary evaluation merupakan suatu pendekatan dalam evaluasi yang dikembangkan pada awal tahun 1970. Evaluasi adversary berupaya untuk mengungkap semua aspek yang penting dari program yang dievaluasi. Aspek yang dievaluasi melalui pendekatan ini didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai oleh suatu program. 
	Thompson (1973:111) menyatakan bahwa Asosiasi Vokasional Amerika mendefinisikan pendidikan vokasi adalah “Vocational education as education designed to developed skills, abilities, understandings, attitudes, work habits, and appreciations needed by workers to enter and make progress in employment on useful and productive basis” Pendidikan kejuruan sebagai pendidikan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan, kemampuan, pemahaman, sikap dan kebiasaan kerja dan apresiasi yang diperlukan oleh pekerja untuk memasuki dan membuat kemajuan dalam pekerjaan yang didasarkan pada kemanfaatan dan produktifitas. Pendidikan kejuruan tidak hanya menyentuh keterampilan, kemampuan, dan pemahaman, tetapi pendidikan kejuruan juga harus menanamkan nilai-nilai dalam membentuk sikap, kebiasaan kerja, dan apresiasi bagi siswa, agar siswa dapat produktif dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya 
SMK Rujukan merupakan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam dalam Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2015-2019. Definisi SMK Rujukan dalam Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2015-2019 adalah SMK yang unggul  dalam berbagai aspek, sehingga bisa dijadikan acuan/rujukan/referensi bagi SMK-SMK lain.  
Beberapa permasalahan yang dialami SMK yang berpotensi menjadi SMK Rujukan antara lain adalah ketidakselarasan antara program-program yang menjadi indikator kinerja SMK Rujukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti peraturan tentang pengelolaan keuangan terhadap penerimaan negara dari penggunaan fasilitas negara.  Salah satu pro dan kontra yang timbul adalah pola pengelolaan keuangan unit produksi di SMK Rujukan maupun SMK pada umumnya yang berstatus negeri.  
Dalam ketentuan menyatakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah yang memanfaatkan aset negara harus disetor ke kas negara. Namun dalam implementasinya, ketentuan yang ada pada saat ini belum mengatur secara spesifik mengenai  pola pengelolaan keuangan di SMK Rujukan yang berstatus negeri, sehingga perkembangan unit produksi yang menjadi prasayarat pendidikan kejuruan pada umumnya dan SMK Rujukan pada khususnya tidak berjalan optimal. Beberapa SMK Rujukan memiliki potensi produk bagus dan marketable, namun tidak dipasarkan, karena regulasinya belum jelas.
Dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program SMK Rujukan dalam pola pengelolaan keuangan unit produksi dengan model adversary, sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi pengambilan kebijakan program SMK Rujukan kedepan.

Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian evaluatif tentang permasalahan pengelolaan keuangan unit produksi di SMK Rujukan. Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model adversary. Model evaluasi adversary merupakan evaluasi yang berupaya untuk mengungkap semua aspek yang penting dari program yang dievaluasi. 
Basically, the approach involves the dialetic and legal processes. It attempts to examine openly issues surrounding a proposition by presentation of cases for and against the proposition. The purpose is clarify. With proceedings completed, and the many facets surrounding the object of the evaluation illuminated, decision makers have sufficient, sound evidence to make rational decisions (Wolf R.L in Stufflebeam dan Shinkfield, 1985:266). 
Pada dasarnya, evaluasi dengan pendekatan ini melibatkan dialektika dan proses legal/hukum. Pendekatan ini berupaya untuk menjelaskan secara terbuka isu-isu yang terjadi pada suatu proposisi kasus, dimana terdapat perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak. Dengan proses yang lengkap, dan banyak sisi yang melingkupi obyek evaluasi yang diterangi, maka pengambil keputusan dapat membuat keputusan yang rasional dan diterima oleh kedua belah pihak dengan didukung bukti yang cukup.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan campuran (mixed methods) eksplanatori sekuensial yang menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Tahap pertama mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif dan selanjutnya menggunakan hasil analisis tersebut untuk merencanakan tahap yang kedua yaitu tahap kualitatif. Penelitian ini mengambil data kuantitatif terhadap pelaksana program SMK Rujukan sebagai pihak yang mendukung dan selanjutnya menggunakan hasilnya untuk menentukan pihak yang berseberangan dengan implementasi program SMK Rujukan.
Penelitian kuantitatif dilakukan untuk mengumpulkan data kondisi pengelolaan keuangan unit produksi SMK Rujukan di 5 SMK Provinsi DI. Yogyakarta, meliputi SMKN 2 Depok, SMKN 6 Yogyakarta, SMKN 2 Wonosari, SMKN 1 Kalasan, dan SMKN 2 Sewon. Selanjutnya penelitian kualitatif dilakukan dalam dua tahap, yaitu menyelenggarakan pertemuan antara pengelola unit produksi SMK dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Provinsi DI. Yogyakarta, dan mengikuti Focus Group Discussion yang mendiskusikan tentang pengelolaan keuangan unit produksi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Provinsi DI. Yogyakarta  dengan mendatangkan narasumber dari Kepala SMKN 2 Pengasih, Widyaiswara Bidang Kejuruan, dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DI Yogyakarta.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian terhadap Profil SMK Rujukan dan Pengelolaan Keuangan di 5 SMK menunjukkan sebagai berikut:



Gambar 1. Grafik Profil SMK Rujukan

Skor nilai profil SMK Rujukan dari masing -masing SMK adalah SMKN 2 Depok memperoleh nilai 3.53 dengan kategori Sesuai, SMKN 6 Yogyakarta memperoleh nilai 3.26 dengan kategori Sesuai, SMKN 2 Wonosari memperoleh nilai 3.05 dengan kategori Sesuai, dan SMKN 1 Kalasan memperoleh nilai 3.63 dengan kategori Sesuai, sehingga memenuhi syarat sebagai SMK Rujukan. Sedangkan SMKN 2 Sewon dengan nilai 2,26 dengan kategori Kurang Sesuai.
	Dalam diagram jaring laba-laba (spyder web) Profil SMK Rujukan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Grafik Profil SMK Rujukan
	
Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka terdapat 4 sekolah yang telah memenuhi syarat sebagai SMK Rujukan dengan kategori Sesuai dan 1 sekolah belum memenuhi syarat sebagai SMK Rujukan.  Empat  sekolah yang telah memenuhi syarat tersebut, yaitu SMKN 2 Depok, SMKN 6 Yogyakarta, SMKN 2 Wonosari, dan SMKN 1 Kalasan.

Berdasarkan kedua data tersebut, maka dari 5 sekolah yang diteliti ada 4 SMK yang telah memenuhi syarat sebagai SMK Rujukan, yaitu SMKN 2 Depok, SMKN 6 Yogyakarta, SMKN 2 Wonosari, dan SMKN 1 Kalasan. Sedangkan SMKN 2 Sewon belum memenuhi syarat sebagai SMK Rujukan.
Hasil Penelitian terhadap Pengelolaan Keuangan Unit Produksi adalah sebagai berikut:

[image: ]

Gambar 3. Pengelolaan Keuangan Unit Produksi

Skor Nilai pengelolaan keuangan unit produksi dari masing-masing SMK adalah SMKN 2 Depok memperoleh nilai 3,32 dengan kategori Sesuai, SMKN 6 Yogyakarta memperoleh nilai 2.58 dengan kategori Kurang Sesuai, SMKN 2 Wonosari memperoleh nilai 1.32 dengan kategori Tidak Sesuai, SMKN 1 Kalasan memperoleh nilai 2,58 dengan kategori Kurang Sesuai, dan dan SMKN 2 Sewon memperoleh nilai 1.26 dengan kategori Tidak Sesuai. 
     [image: ]
Gambar 4. Pengelolaan Keuangan Unit Produksi

Berdasarkan data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dari 5 sekolah yang diteliti 1 sekolah (SMKN 2 Depok) telah menerapkan pengelolaan keuangan unit produksi sesuai ketentuan pengelolaan yang memadai, sedangkan 4 sekolah lainnya (SMKN 6 Yogyakarta, SMKN 2 Wonosari, SMKN 1 Kalasan, dan SMKN 2 Sewon) belum mengelola keuangan unit produksi sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan yang memadai.  yang 
Berdasarkan data diatas dapat ditampilkan dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Profil SMK Rujukan dan Pengelolaan Keuangan Unit Produksi

	[bookmark: _Hlk522544316]NO
	RESPONDEN
	SKOR

	
	
	PROFIL SMK RUJUKAN
	PENGEL. KEUANGAN 
UP

	1
	SMKN 2 Depok
	3,53
	3,21

	2
	SMKN 6 Yogyakarta
	3,26
	2,58

	3
	SMKN 2 Wonosari
	3,11
	1,32

	4
	SMKN 1 Kalasan
	3,63
	2,58

	5
	SMKN 2 Sewon
	2,42
	1,26



Dari 5 sekolah yang diteliti, maka hanya 1 (satu) sekolah yaitu SMKN 2 Depok yang masuk kategori SMK Rujukan dan telah memiliki pengelolaan keuangan unit produksi yang memadai (Sesuai). Sedangkan 4 SMK lainnya belum memiliki pengelolaan keuangan yang memadai.
[bookmark: _Hlk522482622]Total nilai yang diperoleh untuk 2 (dua) aspek dari masing-masing SMK adalah SMKN 2 Depok memperoleh nilai Profil SMK Rujukan 3.42 (Sesuai) dan Pengelolaan Keuangan Unit Produksi 3,21 (Sesuai).  SMKN 6 Yogyakarta memperoleh nilai Profil SMK Rujukan 3,26 (Sesuai) dan Pengelolaan Keuangan Unit Produksi 2,58 (Kurang Sesuai).  SMKN 2 Wonosari memperoleh nilai Profil SMK Rujukan 3,11 (Sesuai) dan Pengelolaan Keuangan Unit Produksi 1, 32 (Tidak Sesuai).  SMKN 1 Kalasan memperoleh nilai Profil SMK Rujukan 3,63 (Sesuai) dan Pengelolaan Keuangan Unit Produksi 2,58 (Kurang Sesuai), serta SMKN 2 Sewon memperoleh nilai Profil SMK Rujukan 2, 42 (Kurang Sesuai) dan Pengelolaan Keuangan Unit Produksi 1, 26 (Tidak Sesuai). 
Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 5 sekolah yang diteliti, maka hanya 1 (satu) sekolah yaitu SMKN 2 Depok yang masuk kategori SMK Rujukan dan telah  memiliki pengelolaan keuangan unit produksi yang cukup memadai (Sesuai). Sedangkan berdasarkan gambar yang ditunjukkan dalam diagram jaring laba-laba terhadap hasil penilaian Profil SMK Rujukan dan Pengelolaan Keuangan Unit Produksi, maka sekolah yang memiliki nilai tinggi dalam Profil SMK Rujukan memiliki Pengelolaan Keuangan Unit Produksi yang lebih memadai dibandingkan SMK yang memiliki nilai lebih rendah. Sedangkan SMK yang memiliki nilai Profil SMK Rujukan lebih rendah memiliki Pengelolaan Keuangan Unit Produksi yang rendah.
Diskusi merupakan tahap selanjutnya dalam penelitian ini, dilakukan untuk membahas pola pengelolaan keuangan unit produksi dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
1. Diskusi dengan Responden dan Dinas Dikpora Provinsi DI Yogyakarta
Kegiatan diskusi ini diselenggarakan pada tanggal 14 September 2017 di Pascasarjana UNY. Forum diskusi dihadiri oleh pengelola unit produksi SMKN 2 Wonosari, SMKN 6 Yogyakarta, SMKN 1 Kalasan, SMKN 2 Sewon, dan Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Dikpora Provinsi DI Yogyakarta. Agenda pertemuan tersebut adalah (1) pemaparan hasil penelitian terhadap 5 sekolah yang menjadi obyek penelitian, (2) Pola Pengelolaan Keuangan unit produksi saat ini, Alternatif pola pengelolaan keuangan yang sesuai untuk unit produksi SMK (Satker Biasa/BLUD), dan bagaimana kebijakan pengelolaan unit produksi yang akan dikembangkan Dinas Pendidikan Provinsi. Resume hasil diskusi tersebut sebagai berikut: 

[bookmark: _Hlk515533765]Tabel 2. Hasil Diskusi Responden dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DI Yogyakarta

	No
	SMK
	Dinas Dikpora Provinsi DI Yogyakarta
	Solusi

	1. 
	Sekolah belum memiliki keleluasaan dalam pengelolaan keuangan unit produksi.
	Dinas sedang mempertimbangkan pola pengelolaan UP yang sesuai untuk SMK, antara Badan Layanan Umum (BLU) atau Satker Biasa
	Dinas akan melakukan Focus Group Discussion yang akan menghadirkan pihak terkait termasuk SMK

	1. 
	Unit Produksi (UP) sekolah memiliki potensi untuk dikembangkan lebih baik seperti sebelum ada aturan tentang pendapatan Negara bukan pajak, sehingga saat ini UP lebih dikembangkan menjadi  tempat pembelajaran praktek
	
	

	1. 
	Sekolah memiliki keleluasan dalam pengelolaan keuangan UP seperti dulu
	
	

	1. 
	Terdapat payung hukum yang mengatur  pengelolaan UP, sehingga sekolah dapat mengelola unit produksi dengan aman 
	
	



2. Focus Group Discussion dengan Dinas Dikpora Provinsi DI Yogyakarta.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, Dinas Dikpora Provinsi DI Yogyakarta pada tanggal 22 September 2017 bertempat di Dinas Dikpora Provinsi DI Yogyakarta. Narasumber yang hadir adalah Dr. Toto Sugiharto Arifin, M.Hum. (Teaching Factory), Kepala dan Pengelola Unit Produksi SMK 2 Pengasih, dan Kepala Biro Hukum Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Agenda kegiatan tersebut adalah informasi tentang Teaching Factory, Implementasi Teaching Factory di SMKN 2 Pengasih, Kulon Progo, dan Pengelolaan Unit Produksi SMK dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DI. Yogyakarta (Amin Purwani, S.H, M.Ed. Cv).
Dalam diskusi tersebut, sekolah menyampaikan bahwa aturan tentang pengelolaan keuangan unit sangat penting untuk segera direalisasikan mengingat sebagian besar SMK memiliki pendapatan dari unit produksi. Disamping itu sekolah juga mengharapkan agar terdapat keleluasaan dalam pengelolaan keuangan unit produksi, sehingga uang dapat dimanfaatkan secara langsung dalam mendukung operasional unit produksi. Tanggapan yang diberikan oleh narasumber terkait aturan pengelolaan keuangan unit produksi adalah sebagai berikut:
1. Pengalihan wewenang SMA/SMK ke Dinas Provinsi belum mengatur tentang regulasi pengelolaan unit produksi SMK.
2. Dalam menyusun aturan hukum, seperti pada pengelolaan unit produksi, pemerintah daerah perlu menempuh beberapa tahap yaitu: 
a. mengkaji apakah sudah ada regulasi atau belum yang mengatur pengelolaan unit produksi sebelumnya;
b. Melakukan mapping regulasi yang ada;
c. Identifikasi data yang dibutuhkan;
d. Apakah ada pengecualian dengan ketentuan yang akan dibuat.
3. Dengan adanya pengalihan wewenang SMK, Dinas Dikpora Provinsi belum bisa  menetapkan pola yang tepat, karena masih perlu pengkajian lebih lanjut

Tanggapan selanjutnya terkait keleluasan dalam pengelolaan keuangan unit produksi, sehingga uang dapat dimanfaatkan secara langsung dalam mendukung operasional unit produksi adalah sebagai berikut:
1. Pola pengelolaan keuangan yang sesuai saat ini adalah pola satker biasa. Pola satker biasa adalah pola dimana setiap penerimaan dalam negeri yang timbul sebagai akibat adanya pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah harus disetor ke kas negara. Dinas Dikpora Provinsi perlu memiliki bendahara penerimaan yang bertugas menyetorkan pendapatan unit produksi yang diterima oleh sekolah melalui bendahara penerimaan pembantu yang ada di sekolah atau di balai dikmen di kabupaten/kota.
1. Dalam hal pengelolaan keuangan menggunakan pola BLUD, sekolah harus memenuhi persyaratan substansi, administrasi, dan teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 
1. Dalam hal pola pengelolaan keuangan satker biasa, biaya-biaya yang dikeluarkan unit produksi seperti pemeliharaan, honor, dan lain sebagainya dapat dianggarkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Pendapatan yang diterima unit produksi harus segera disetor ke kas Negara dalam waktu 1 hari.
1. Dalam hal pola pengelolaan keuangan BLUD, maka sekolah harus memiliki kemandirian dalam pembiayaan. Pengelolaan aset unit produksi terpisah dari pengelolaan sekolah. Terdapat kemandirian dalam pengelolaannya. Pendapatan yang diterima dapat langsung digunakan untuk operasional unit produksi

Dalam diagram alur pengelolaan satker biasa adalah sebagai berikut:

[image: ]

Gambar 5. Pengelolaan Satker Biasa

Dalam diagram tersebut dijelaskan bahwa pengguna jasa melakukan pembayaran atas produk barang/jasa yang diberikan oleh SMK. Pendapatan yang diterima oleh pengguna jasa tersebut dicatat dalam buku kas umum (BKU) oleh bendahara penerimaan pembantu sekolah. Bendahara penerimaan pembantu harus segera menyetorkan pendapatan yang diterima ke bendahara penerimaan pembantu, Balai Dikmen dalam waktu satu hari kerja sejak pendapatan diterima. Selanjutnya bendahara penerimaan pembantu mencatat penerimaan ke BKU dan menyetorkannya ke Bendahara Penerimaan di Dinas Dikpora Provinsi DI. Yogyakarta. Bendahara Penerimaan harus segera menyetorkan ke kas Negara dalam waktu 1 hari kerja sejak pendapatan diterima.
Dalam pola pengelolaan satker biasa, segala biaya yang ditimbulkan dari kerjasama yang dilakukan sudah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) setiap tahunnya. Unit produksi harus menyusun RAB untuk memenuhi kebutuhan biaya pada tahun yang datang seperti bahan, alat, honor, dan lain sebagainya dan diajukan ke sekolah. Biaya pengadaan, pemeliharaan dan perawatan barang milik negara menjadi tanggung jawab sekolah untuk menganggarkannya. Kelebihan dari pola ini, biaya-biaya operasional unit produksi dapat diwadahi dalam anggaran sekolah. Kelemahannya pengelolaan keuangan unit produksi tidak mandiri, masih ada dibawah pengendalian sekolah. Apabila ada kebutuhan bahan dan alat, pemeliharaan gedung dan alat di unit produksi harus menunggu persetujuan dan anggaran dari sekolah. 
Pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 
SMK yang unit produksinya akan menerapkan pola pengelolaan BLUD harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007. Persyaratan substantif terpenuhi apabila tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik. Pelayanan umum yang dimaksud menurut pasal 5 ayat (1), berhubungan dengan (1) penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat, (2) pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan layanan umum, dan/atau (3) pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau layanan masyarakat. Dalam hal ini beberapa sekolah telah memiliki produk yang berupa semi barang/jasa publik untuk meningkatkan ekonomi dan layanan masyarakat. Namun demikian dalam pasal 6 menyebutkan bahwa penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayar (2) huruf a, diutamakan untuk pelayanan kesehatan. 
Persyaratan teknis yang dimaksud pada pasal 4, menurut pasal 9 dapat terpenuhi apabila (1) kinerja pelayanan di bidang tugas dna fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD atas rekomendasi sekretaris daerah untuk SKPD atau kepala SKPD untuk unit kerja dan (2) kinerja keuangan SKPD atau Unit Kerja yang sehat. Dalam hal sekolah akan mengajukan pengelolaan keuangan unit produksinya menjadi BLUD, maka harus ada rekomendasi dari Sekretaris Daerah Provinsi DI. Yogyakarta ke kepala sekolah. Kriteria layak dikelola dalam Pasal 9 huruf a antara lain (1) memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif, serta (2) memiliki spesifikasi teknis yang terkait layanan langsung pada layanan umum kepada masyarakat. Sedangkan kriteria keuangan yang sehat dalam pasal 9 huruf b ditunjukkan oleh tingkat kemampuan pendapatan dari layanan yang cenderung meningkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran. Berdasarkan kriteria diatas, maka dari 5 SMK yang diteliti menunjukkan bahwa ada produk/jasa yang diberikan oleh SMK yang terkait langsung pada layanan umum seperti bidang perhotelan, namun lebih banyak produk/jasa yang tidak terkait langsung dengan layanan umum pada masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap laporan dan wawancara, SMK-SMK yang diteliti belum melakukan analisa terhadap kemampuan pendapatan dan efisiensi biaya yang dikeluarkan. Laporan keuangan masih bersifat sederhana, mencatat tentang pendapatan dan pengeluaran saja. 
Persyaratan administratif dalam Pasal 4 terpenuhi, apabila SKPD atau Unit Kerja membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi: 
0. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat, 
0. pola tata kelola, 
0. rencana strategis bisnis, 
0. standar pelayanan minimal, 
0. laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan; dan, 
0. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
Berdasarkan ketentuan diatas, SMK yang mengajukan menjadi BLUD perlu mempersiapkan dokumen tersebut. Dalam penjelasan pasal selanjutnya surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf a untuk BLUD-Unit kerja dibuat oleh kepala sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Dikpora Provinsi. Sedangkan pola tata kelola sebagaimana diatur dalam pasal 11 huruf b merupakan peraturan internal yang dibuat oleh unit kerja/sekolah yang akan menerapkan BLUD. Berdasarkan hasil pengamatan dan data, ada 4 SMK yang telah memiliki prosedur operasi standar mengenai unit produksi yang ditetapkan dalam system manajemen mutu ISO 9001.
Persyaratannya selanjutnya dalam pasal 14, sekolah harus menyusun Rencana Strategis Bisnis yang meliputi rencana strategis, lima tahunan yang mencakup, antara lain pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyek keuangan lima tahunan dari sekolah. Sekolah juga harus menetapkan standar pelayanan minimal yang memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar. Berdasarkan hasil pengamatan yang ada di 5 SMK, pada umumnya telah memiliki rencana pengembangan sekolah, namun belum ada yang secara khusus memiliki rencana bisnis unit produksi. 
Laporan keuangan pokok berdasarkan pasal 16 ayat (1) yang harus disusun oleh sekolah terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan laporan keuangan. Laporan keuangan pokok sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal disusun berdasarkan system akuntansi yang berlaku pada pemerintah daerah. Prognosa/proyeksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e meliputi prognosa/proyeksi laporan operasional dan prognosa/proyeksi neraca. Berdasarkan hasil pengamatan dan dokumen yang ada, laporan pengelolaan keuangan unit produksi di SMK yang diteliti, masih bersifat sederhana, belum sesuai dengan standar akuntansi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akutansi Indonesia sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 16 ayat (4). Sedangkan prognosa/proyeksi laporan belum ada.
Laporan audit terakhir atas laporan keuangan tahun terakhir oleh auditor eksternal harus disampaikan sebelum SKPD atau unit kerja (dalam hal ini sekolah) diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD sebagaimana diatur dalam pasal 17. Dalam hal SKPD atau unit kerja belum bersedia, maka Kepala SKPD atau kepala unit kerja/kepala sekolah yang akan menerapkan BLUD diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
Bentuk perlindungan terhadap pengelolaan keuangan unit produksi bagi SMK di wilayah 	provinsi DI. Yogyakarta belum ditetapkan. Dari 5 sekolah yang diteliti belum ada sekolah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Mekanisme pengajuan untuk menerapkan PKK-BLUD menurut pasal 18 dan 19 adalah sebagai berikut:
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Berdasarkan mekanisme diatas, dapat dilihat bahwa unit kerja atau satuan kerja yang akan menerapkan BLUD perlu menempuh tahap-tahap mulai dari unit kerja atau SKPD yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PKK) BLUD, mengajukan permohonan penerapan PKK-BLUD ke Kepala Daerah. Selanjutnya Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur akan membentuk tim penilai yang diketuai oleh Sekretaris Daerah. Tim Penilai akan meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status BLUD. Kepala Daerah memberikan persetujuan atau penolakan berdasarkan hasil penilaian tersebut. Kepala Daerah membuat keputusan sekolah atau satker yang menerapkan PKK-BLUD dan menyampaikan keputusan tersebut ke sekolah atau satker terkait paling lambat 1 bulan setelah tanggal penetapan. 
	Status BLUD dapat diberikan penuh ataupun bertahap tergantung hasil penilaian. Status BLUD penuh menurut pasal 24 diberikan apabila seluruh persyaratan substantif, administratif, dan teknis. Status BLUD bertahap menurut padal 26 dapat ditingkatkan menjadi penuh atas usul pemimpin BLUD kepada Kepala Daerah sesuai dengan mekanisme penetapan BLUD. Status BLUD bertahap menurut pasal 27 diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, system, dan prosedur pengelolaan keuangan.  Status BLUD bertahap menurut pasal 28 tidak diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang dan/atau jasa.
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian evaluasi dengan model advesary dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang dilaksanakan di 5 (lima) SMK Rujukan di Provinsi DI Yogyakarta tentang pengelolaan keuangan unit produksi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Nilai pengelolaan keuangan unit produksi dari masing-masing SMK adalah SMKN 2 Depok dengan nilai 3.21 kategori Sesuai, SMKN 6 Yogyakarta dengan nilai 2.58 kategori Kurang Sesuai, SMKN 2 Wonosari dengan nilai 1.32 kategori Tidak Sesuai, SMKN 1 Kalasan dengan nilai 2,58 kategori Kurang Sesuai,  dan SMKN 2 Sewon dengan nilai 1.26 kategori Tidak Sesuai. Berdasarkan hasil tersebut hanya terdapat satu sekolah yaitu SMKN 2 Depok yang telah  memiliki pengelolaan keuangan unit produksi yang memadai, sedangkan empat sekolah lainnya masih belum mengelola unit produksi yang  memadai. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Unit Produksi SMK Rujukan di Provinsi  DI Yogyakarta belum efektif.
1. Pola pengelolaan keuangan unit produksi pada program SMK Rujukan di wilayah provinsi DI Yogyakarta belum ditetapkan. Belum ada bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dalam pengelolaan keuangan unit produksi. 
1. Peran instansi-instansi pemerintah terkait cukup baik dalam memberikan solusi perlindungan hukum terhadap pengelolaan keuangan unit produksi SMK Rujukan di Provinsi DI Yogyakarta.  Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Provinsi DI Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DI. Yogyakarta peran instansi-instansi pemerintah terkait dalam memberikan solusi perlindungan hukum terhadap pengelolaan keuangan unit produksi SMK Rujukan di Provinsi DI Yogyakarta sedang mengkaji peraturan yang sesuai dengan pengelolaan keuangan unit produksi dengan dua alternatif yaitu Pola Pengelolaan Keuangan Unit Produksi Satker Biasa atau Badan Layanan Umum Daerah.
Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
0. Peraturan tentang pola pengelolaan keuangan perlu segera direalisasikan sebagai payung hukum bagi sekolah dalam pengelolaan unit produksi agar lebih optimal, aman, dan akuntabel.
0. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka pengelolaan keuangan satker biasa menjadi alternatif yang paling sesuai dengan kondisi SMK saat ini. 
0. Kedepan pengelolaan keuangan unit produksi SMK dapat diarahkan ke BLUD. Namun untuk mewujudkan hal tersebut untuk tahap awal perlu dibentuk beberapa sekolah model yang dipilih berdasarkan keunggulan produk dan tata kelolanya untuk menjadi BLUD-Unit kerja dibawah BLUD-Satker yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
0. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga perlu menetapkan kriteria sekolah-sekolah yang akan menjadi model penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD, apabila diperlukan. 
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PROFIL SMK RUJUKAN 

PROFIL SMK RUJUKAN	KOMPONEN	
SMKN 2 Depok	SMKN 6 Yogyakarta	SMKN 2 Wonosari	SMKN 1 Kalasan	SMKN 2 Sewon	1	2	3	4	5	3.5263157894736841	3.263157894736842	3.0526315789473686	3.6315789473684212	2.263157894736842	


Profil SMK Rujukan

NILAI	SMKN 2 Depok	SMKN 6 Yogyakarta	SMKN 2 Wonosari	SMKN 1 Kalasan	SMKN 2 Sewon	4	4	4	4	4	HASIL	
SMKN 2 Depok	SMKN 6 Yogyakarta	SMKN 2 Wonosari	SMKN 1 Kalasan	SMKN 2 Sewon	3.5263157894736841	3.263157894736842	3.0526315789473686	3.6315789473684212	2.263157894736842	
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